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ABSTRAK

Hukum adalah salah satu alat yang amat diandalkan dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberkan keadilan
dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Mamun fakta menunjukkan lain.
Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan.
Akibat hukum yang tidak bemerspekiif gender, perempuan korban kekemasan jusiru
dipersalahkan, diperiakukan secara tidak hommat atau dikorbankan labih jauh lagi (re-
victimised ). Hukum di Indonesia belum memberkan perdindungan yang optimal
terhadap hak-hak perempuan Daik sebagal manusia dan warga masyarakal.

Pedindungan hukum atas kasus kekerasan lerhadap perempuan belum mendapatkan
perhatian yang maksimal bak dari pemeriniah, masyarakal moupun aturn  hukum
yang ada. Sistem Peradian Pidana di Indonesia belum memberkan pesindungan
yang maksimal atas kasus kekerasan teshadsp perempuan, maka peru  dilakukan
lercbosan alau pembaharuan sislem hukum  kearah sistem hukum yang lebih
berperspekiif gender, yakni Sistem Peradilan Pidana Terpady untuk  Penanganan
Kasus Kekemsan Terhadap Perempuan (SPPT-PRETR).

¥ala Kunci © kekersan  lethadap  perempuan, perindungan  hukum,
perspekiif gender, sistem pesadilan pidana lempadi.

A. LATAR BELAKANG

Hukum yang berlaku pada dasamya
merupakan wujud alau cermin darl cara pandang
yang eksis di masyarakal ketika hukum fersebut
dirumuskan. Hukum itu sendiri adalah sebuah
produk kultural. Bespon sistem hukum atss
KasUs-RasUs Kekerasan lerhadap perempuan
hingga kini lebih banysk mempresentasikan
budaya yang sksis di masyarskat, yang lebih

banyak menstigmatisasi dan manyalahkan
perempuan., Bahkan dalam proses peradiian,
perempuan yang menjadi korban kekerasan
hanya ditempatkan sshagai pelengkap, bukan
sebagal subjek, dan diben beban pembuktian.

Dalam penanganan kasus-kasus kekerasan
yang menimpa perempuan, khususnya kasus

' Sowl Kasus Nohksssan Terhedep Petempuan,
dulam Aomoss, 19 April, 2008
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kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan
kekerasan seksual, tidak mudsh bagi perempuan
sebagai korban aftau pun yang diposisikan
oleh hukum sebagal “pelaku” (dalam konteks
ini pelaku pada dasarmya adalah korban
kekerasan terhadap perempuan), untuk ke luar
dari jeratan kekerasan’ Banyak hambatan
yang mempersulit kondisi korban. Mulai dari
kondisi psikis dan ketergantungan korban
terhadap pelaku, tiadanya dukungan keluarga
dan lingkungan sekitar, stigma yang diberikan
masyarakat (patriarkhi) atas korban, bias aparat
sampai tidak adanya perlindungan dar negara
melalui sistem hukum dan sosial yang
mendiskualfikasi korban atau bahkan
pelanggengan kekerasan itu sendii  melalui
kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Faktor ketergantungan korban pada pelaku
baik secara psikis maupun ekonomis menjadi
hambatan awal pada diri korban untuk
melaporkan dan memproses kasus lebih jauh
ke jalur hukum pidana. Ketergantungan pun
seringkali disertai dengan kekhawatiran korban
terhadap kemungkinan meningkatnya kualitas
kekerasan yang akan dilakukan pelaku
terhadapnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ratna Batara
Munti dari Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan :

“Adanya relasi dekat dan bersifal hirarkis
( dominasi-subordinas)) antara korban dengan
pelaku, yang menempatkan korban pada situasi
powerless  menjadi kunci bagi  persoalan
ketergantungan korban tersebut”

‘ Ralna Balara Munti, “Realitas Perempusn
Barhadapan dengan Sistern Hukerd, Kompas, 4
Agustus, 2005,

Y ibid
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Relasi hirarkis tersebut berakar dari
konstruksi sosial di masyarakat patriarkhis yang
secara Stereofype menempatkan perempuan
sebagai makhluk inferior, dan ironisnya negara
pun turt melanggengkannya, misalnya melalui
kebijakan mengenai perkawinan. Dalam Pasal
31 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan
bahwa suami sebagai kepala rumah tangga
dan pencari nafkah, sedangkan istri sebagai
pengurus rumah tangga.' Konstruksi seperti ini
pada akhimya mendorong dan melanggengkan
ketergantungan perempuan, sekurang-kurangnya
ketergantungan secara ekonomis.

Stigmatisasi terhadap seksuslitas perempuan
(perempuan baik-baik wis & ws perempuan
tidak baik) nampsknya masih kuat berakar
dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan
terhadap perempuan, bak yang terjadi di
wilayah domestik ataupun publik, seperti kasus
penganiayaan fisik atau seksual misalnya
perkosaan, perempuan sebagai korban sejak
awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak
turut berkontribusi terhadap kejadian yang
menimpanya (viclim participating). Bahkan dalam
banyak kasus perempuan sebagai korban yang
justru dipersalahkan’ Misalnya dengan ungkapan
“wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena
pulangnya malam atau kerja di tempat hiburan
malam”. Bahkan cara berpakaianpun sering
jadi sasaran pembenaran terhadap apa yang
menimpa korban.

Pandangan dikotomis terhadap seksualitas
perempuan juga menempatkan citra perempuan

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentanyg Perkawinan, Pasal 31 ayal (3) " Susm
adalah kepaly kelusrge dan isterd by umah langge”
dan Pasal 34 ayal (2) “fsled wgid mengaiur
wusan rumal-tenggs sebeik-baikmya”

® Ratna Batara Munti, /bid
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yang “baik-baik’ sebagai ‘tidak mungkin’
melakukan tindak kekerasan atau seharusnya
tidek melakukan kekerasan karena dianggap
bertentangan dengan 'kodratnya sebagai makiuk
lemah, Perempuan ketika kebetulan berada
pada posisi sebagai “pelalal’, telah mendapatkan
penghakiman sejak awal. Komentar seperti
“ah, dia benar-benar perempuan sadis, masek
sich tega-teganya membunuh suaminya sendif...”
kerap muncul tanpa mempertimbangkan konteks
latar belakang yang seringkali lebih kompleks
dan rumit dari yang diperkirakan publik.
Merujuk pada hukum yang berlaku, khususnya
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), dalam rumusannya (ssas dan noma)
telah mendiskriminasikan perempuan. Realitas
pengalaman perempuan didiskualifikasikan
sebagal sesuatu yang tidak penting untuk
dirumuskan di dalam hukum, Hal tersebut
tercemmin  dalam beberapa kenyataan sebaga
berikut
a. Kekerasan terhadap integritas tubuh
perampuan telah direduksi menjad semata-
mata pelanggaran lerhadap norma
kesusilaan. Dalam hal ini yang dilindungi
adalah rasa susila masyarakat ketimbang
perempuan sebagai korban kejahatan,
Dalam KUHF®, pasal-pasal kejahatan
terhadap integritas tubuh dan seksualitas
perempuan dimasukkan dalam bab
Kejahatan Terhadap Kesusilaan, sehingga
pendekatan yang digunakan tidak
berorientasi pada situasi korban, tetapi

® KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia berasal
dari Welbook van Strafrechl voor Nederand indie
1915 yang dinyalakan berlaku sebagai hukum
positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Momor 1 Tahun 1946 juncio Undang-undang nomor
73 Tahun 1958,
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sejauhmana masyarakal menilai hal tersebut
sebagai pelanggaran terhadap rasa susila
di masyarakat. Akibatnya, pengalaman istri
misalnya, yang menerima tindakan
perkosaan atau penganiayaan seksual dalam
perkawinan fidak dikategorikan sebagai
korban kejahatan perkosaan. Selain ity
banyak bentuk dan cara perkosaan yang
tidak diakomodir sebagai bentuk perkosaan
dan cara perkosaan. Tidak jarang kasus
perkosaan direduksi semata-mata menjadi
kasus pencabulan atau yang lebih buruk
sebagai penistiwa hubungan seksual biasa

b. Aturan pembuktian yang tidak mengakui
pengalaman dan konteks kekerasan
terhadap perempuan. Seperti keharusan
adanya dua saksi menyulitkan
pengungkapan kasus kekerasan yang
seringkali terjadi di wilayah privat. Juga
aturan mesti ada ancaman atau bentuk
peksazn’ mengabaikan reslitas adanya
relasi domestik/dekat yang hierarkis
( dominasi-subordinas)) antara korban dan
pelaku sehingga unsur tekanan psikis
dan berbagal dmensi ketergantungan korban
sudah cukup membuat korban tidak
berdaya, tanpa perlu disertai kekerasan
fisik.

c. Bias aparat penegak hukum yang
menstigmatisasi perempuan. Dalam setiap
proses pemeriksaan terjadi victim blaming
alau victim parficipating, yakni perempuan
sebagai korban dituntut untuk membuktikan
bahwa ia benar-benar “idak turut mengambi

7 Lihat dalam KUHP, yang disebut perkosaan menunt
Pasal 285 adalah : ". dengsn kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa peErempuan  yang
bukan istrinya berselubuh dengan dia "
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keuntungar” dalam peristwa tersebut’
Misalnya, sebagai korban perkosaan,
pertanyaan seperti “apakah anda ikut
bergoyang?' nampaknya menjadi standar
pertanyaan yang peru diajukan dalam
proses pemeriksaan atau dalam Berita
Acara Pemeriksaan (BAP). Ini artinya,
perkosaan dipersepsikan tidak lebih sebagai
hubungan seksual biasa. Korbanlah yang
dibebankan pembukiian untuk mengatakan
sebaliknya. Oleh sebab itu pula lebih
banyak kasus perkosaan yang didiskualifikasi
atau direduksi menjadi "pencabulan’ dalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim
kemudian menjatuhkan hukuman yang tidak
adil,

Aparat tidak memahami konteks kekerasan
yang dialami korban serta adanya berbagai
faktor, khususnya relasi kuasa yang
melatarbelakanginya, sehingga aparat
dengan mudah menjadikan korban
Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
sebagal “pelaku” kriminal. Misalnya seorang
istri’, yang telah melangsungkan perkawinan
selama 26 tahun dan hampir sepanjang
perkawinan tersebut mengalami kekerasan
dari suaminya. Hidup dalam lingkaran
kekerasan membuatnya imun dan kekerasan
yang dislaminya dianggap sebagai makanan
sehari-hari, Suaminya yang sebagai sopir
truk jarang pulang dan fidak pernah
memberi nafkah untuk istri dan anak-
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anaknya. Kalau pulang ke rumah hamys
mabuk-mabukan, minla uang pada iSinnys
urtuk beli minuman keras dan selzlu
melakukan kekerasan fisik kepada istrinya
apabila tidek diberi uang dengan jalan
menendang, memukul, menjambak,
melontarkan kata-kata kotor bahkan
mengancam akan membunuh seluruh
anggota keluarga. Pada puncaknya, karena
kualitas dan kuantitas kekerasan semakin
menjadi-jadi dan tidak tertanggungkan lagi:
ketika suaminya mabok dan membakar
rumah serta menghajar istr, maka istri
berussha membela din, melawan dengan
besi cengkal pintu yang ada di dekatnya
kemudian dipukulkan pada suaminya dan
mengenai kepalanya, suami tersebut
langsung terkapar dan akhirmya meninggal
dunia. Selama hidup rumah tangga tersebut
selalu diliputi kekerasan fisik yang dilakukan
oleh suaminya dan istri tersebut hanya
‘nrimo’ saja, pada waktu kejadian tersebut
tidak ada seorang tetanggapun yang berani
membantunya dan tidak ada yang berani
menolong, lingkungan sama sekali tidak
peduli karena menganggap hal itu sudah
biasa dan merupakan urusan rumah tangga
orang yang sebaknya tidak dicampuri.
Pada skhimya tiga bulan setelah kematian
suaminya si istri ditangkap dan ditahan
polisi dengan tuduhan telah membunuh
suaminya. Istn tersebut tidak mengerti hukum

ditahan pada tanggal 7 Juni 2006, mulai disidangkan

' Ratna Batara Munti, Advokasi Legislatlf wmtuk tanggal 7 September 2006 dengan dakwaan kesatu
Parempuan, LBH APIK Jakarta, Jakaris, 2000, primair Pel. 338 KUHP, subsidair Psl. 351 KUHP,
hal 22, kedua primair Psl. 44 (3) UU Mo, 23 Tahun 2004

! Kasus “W" yang masih dalam proses persidangan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
di Pengadilan Megeri Semarang dengan Momor Tangga, kedua subsidair Psl44 (2) UU No, 23
Perkara : 659/Pid B/2006/PN.Smg. Kejadian pada Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
tanggal 12 April 2006, ditangkep Polisi dan muei Rumah Tangga.
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dan hak-haknya, la hanyalah perempuan
sederhana yang hanya tahu bahwa ia
pada akhimya harus “menyelamatkar’ diri
dan anak-anaknya dari kekerasan yang
tidak mungkin dibentikan sebelumnya.

Hak-hak pelaku atau tersangka tidak
terpenuhi pada kasus-kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan (KTP). Dalam sistim
hukum pidana Indonesia, pada dasarnya
lebin memberikan tekanan terhadap hak-
hak pelaku ketimbang korban. Misalnya,
dalam pendampingan, KUHAP Pasal 54
sampai Pasal 57 secara eksplisit
menyebutkan hak tersangka untuk
mendapatkan bantuan dan pendampingan
selana proses berlangsung. Sementara
hak-hak korban sangat sedikit diatur karena
asumsinya korban telah dwakii cleh jaksa',
tidek ada ketentuan eksplisit mengenal
pendampingan di pengadilan sebagaimana
yang diatur untuk pelaku. Namun, semua
ketentuan di atas khusus berkaitan dengan
hak-hak pelaku, sejauh itu menyangkut
“pelaky” perempuan sebagai korban
kekerasan terhadap perempuan (KTP) tidak
otomatis bisa berjalan atau sulit diakses
oleh perempuan. Adanya bias dan
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aparal tidak melakukan kewajibannya untuk
menunjuk penasehat hukum bagi “pelakd’,
sementara kejaksaan juga tidak
mempersoalkannya, begitupun hakim
seringkali memperlakukan “pelaku’ sebagai
korban kekerasan terhadap perempuan
(KTP) sama seperti pelaku-pelaku kriminal
biasa'.

Aparat kebanyakan fidak menggunakan
instrumen-instrumen  hukum yang telah lama
ada seperti Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan sebagai pertimbangan
hukum, atau yang baru seperti Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Hukum yang digunakan seringkali
berkutat hanya pada KUHP dan KUHAP.
Keengganan untuk melakukan terobosan
hukum ini juga menjadi cermin kurang
tanggapnya aparat terhadap kebutuhan
dan kepentingan korban.

Pada dasamya hukum bukanlah sesuatu

yang statis, hukum harus berkembang merespon

kebutuhan di tengah masyarakat, dalam hal
ini kebutuhan kelompok perempuan sebagai
korban kekerasan yang seringkali dipinggirkan.
Dalam konteks inilah penting untuk membangun
sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpady,
dengan bertolak pada perspektif korban yang
mensyaratkan korban ditempatkan pada pusat
sistem itu sendiri (sistem peradilan / sistem
hukum), yakni sebagai subjek atau pelaku
" Kasus ini teradi di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Surakarta dengan Perkara Momor @ 303/
Pid B/2006/PN Ska.

stigmatisasi serta penghakiman sejak awal
kepada perempuan “pelaku” jelas menjadi
faktor utama pengabaian hak-hak
perempuan tersebut. Dalam banyak kasus,

" Korban hanya berinteraksi dengan penyidik pada
saal pelaporan atau pengaduan dan berinleraksi
dengan Jaksa Penuntut Umum serta Hakim hanya
pada saal pemeriksaan di  pengadilan. Korban
tidak pemah dikulserakan pada saat penyidik
berkomunikasi atau  menyerabkan berkas perkam
pada Jaksa Penuntut Umum. Dengan lain kata,
KUHAP tidak memberi akses jaksa penuntul umum
untuk berkomunikasi sebelum proses pemeriksaan
perkara sampai ke pengadilan.
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s=ama dan bukan semata-mata sebagai
pesengkap atau objek yang hanya didengar
w=ferangan atau pengakuannya, tetapi di sisi
@n dibebani pembuktian yang kembali
mengobjektifikas’ dirinya Sebagai subjek ia
oerhak didengar keterangannya, mendapatkan
riomasi des upaya-upaya hukum yang befjalan,
dpertimbangkan rasa keadilan yang ingin
gperolehnya dan dipulinkan situasi  dirinya
alas perampasan hak-haknya dan kekerasan
yang dialaminya.”

Adanya sistem peradilan pidana terpadu
merupakan sebuah kebutuhan yang niscaya
gan mutlak untuk diwujudkan. Meskipun menurut
Sarda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif/
perundang-undangan yang berlaku saat ini
oelum mendukung Sistem Peradilan Pidana
yang terpadu’.”

Dengan adanya sistem peradilan pidana
ierpadu  (integrated criminal justice  system)
tersebut, akan terselenggarakan pula sistem
fukum yang lebih adil pada korban, khususnya
perempuan sebagai korban kekerasan, yang
merupakan prasyarat bagi legaknya prinsip
persamaan dan keadilan untuk semua, equaliy
and equity before the law.

Berdasarkan pengalaman perempuan
korben  kekerasan dan  pendamping  korban
s=xerasan ketika bersinggungan dengan system
“ukum dan pengalaman penegak hukum dalam
menangani  kasus-kasus kekerasan terhadap
cerampuan, ditemukan bahwa system hukum
befum memberikan perlindungan hukum yang
oD bagl perempuan korban kekerasan.

® Asnifiyanti Damanik, Upasys Memberi Kesdilan
Sutum bagi Perempuan, dalam Kompas, 2 Mei
2005

* Berda Nawawi Anel, Masalah Penegaksn Hukum &
“abijakan Penanggulasngan Kejshatan, Citra Aditya
=i, Bandung, 2001, hal. 31,
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Menyangkut syslem peradilan pidana, di
dalam KUHAP hanya ada beberapa pasal
yang secara spesifik mengatur hak korban,
yaitu hak ketika ia menjadi saksi (pasal 160
ayat (1) hunaf b) yang berisi “Yang pertama-
tama didengar keterangannya adalah korban
yang menjadi saksi’. Saksi korban - orang
yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau
pelanggaran - didengar pertama sebelum saksi
lainnya karena ia dianggap saksi utama'

Dengan berakunya Pasal 10 Undang-
Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
selain pendamping oleh pekerja sosial, saksi
korban diberi Hak untuk mendapat bantuan
hukum pada setiap proses pemeriksaan di
Pengadilan Tingkat Petama, Pengadilan Tinggi
maupun Mahkamah agung.

Seorang perempuan korban kekerasan
terutama kekerasan seksual telah mengalami
kegoncangan jwa dan tekanan batin yang
sangat dalam dan trauma yang memerlukan
kesembuhan dalam waktu lama. Disamping itu
korban masih harus memikirkan biaya yang
harus dipikulnya “sendir”, karena belum adanya
peraturan yang melindungi saksi korban,
peraturan yang mengatur ganti rugi atas
penderitaannya,"”

Penderitaan sessorang yang menjadi korban
kekerasan / kejahatan / perlakuan salah tidak
berhenti pada saat selesainya kejahatan
dilakukan.” Bukan saja korban harus berusaha

¥ Martiman Prodjiohamidjojo, Komenlar atas KUHAR,

= Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 116
Sulistyowall Inanto (ed.), Pervempuan & Hwkum -
Menmuyju Hukum yang Berperspekiil Keselarsan dan
HMeadian, Jakars, Yayasan Obor Indonesia, 2006,
hlm. 580,

* Harknistuti Harkrisnowo., Pedindungan Anak feradap
Berbagal Bamiuk Kekerssan, makalah - dalam rangks
Pelaksanaan Konvensi Hak Anak & Pengaturan
Materi Perindungan Anak.
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sendii  untuk menyembuhkan lukanya (balk
fisik maupun psikologis) dengan biaya sendiri
pula, namun ia harus menggantikan barang-
barang yang rusak / hilang karena kejahatan
tersebut, Di samping itu dia harus pula
menyediakan waktu, dana dan upaya untuk
turut berperan dalam proses peradilan pidana
terhadap kasus yang menimpa dirinya.
Setelah mengidentfikasi permasalahan yang
ada dalam system hukum, maka periu dilakukan
terobosan atau pembaharuan system hukum
ke arah system hukum yang berperspekdif
jender. Dalam system peradilan pidana sekarang
ini, sebenamya Sistem Peradilan Pidana Terpadu
dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan (SPPT-PKKTP) dapat diwujudkan
dalam berbagai cara, kalau ada kepedulian
dari para pelaku system hukum tersebut.

B. PERMASALAHAN
Berdesarkan uraian latar belakang di atas,

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimana perfindungan hukum atas kasus
kekerasan lerhadsp perempuan Oewasa
e

2 Bagaimanakah Sistem Peradian Pidana
df Indonesia dalam menangani Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan?
Terpady df massa yang akan datang
dalam menangan kasus kekerasan lerhecap
perempuan?

C. KERANGKA TEORI

Perempuan dan kekerasan merupakan
sebuah resdlitas yang hingga saat ini masih
sulit dipisahkan. Selama berabad-abad kekerasan
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terhadap perempuan dianggap menjadi sebuah
tindakan yang biasa dan terjad di semua
belahan dunia.
Kekerasan terhadap perempuan menurut
kesepakatan internasional adalah:
“satiap tindakan berdasarkan perbedaan
jenis kelamin yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau
penderitaan perempuan secara fisik,
seksual, dan psikologis, termasuk
ancaman tindakan tertentu, pemaksaan,
perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang, baik yang terjadi di
depan umum atau dalam kehidupan
pribad.”

Sebagaimana diungkapkan oleh Moore”
bahwa kekerasan itu muncul sebagai akibat
dari adanya bayangan tentang peran identitas
berdasarkan  jenis kelamin yang dikaitkan
dengan bayangan mengenai kekuasaan yang
dapat dimilikinya. Hal ini membantu menjelaskan
mengapa kekerasan sering merupakan hasil
dari sebush ketakutan yang dipersepsikan oleh
pelaku ketimbang ketakutan yang sebenamya.
Misalnya : istri yang menjadi korban kekerasan
suami hanya karena suami menganggap istri
serong apabila pergl ke kantor, Dengan demikian
kekerasan sebenarnya lebih merupakan alat
untuk melakukan kontrol sosial dan secara
disadari atau ftidak, memberi dampak yang
buruk pada korban.

Kekerasan Terhadap Perempuan
menghalangi atau meniadakan kemungkinan

" Litat, Deklarasi Penghapusan Kekerssan Terhadap
Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa peds tenpgal 20 Desember 1993,
GA Res 48/104), Pasal 1.

"™ Henrietta Moore, A Passion for Diference. Polity
Press, UK, 1994, hal 66-69,
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perempuan untuk menikmati  hak-hak asasi
dan kebebasannya."”

Hidup bermasyarakat dengan peran gender
perempuan membust kaum perempuan rentan
terhadap berbagal tindakan dan perlakuan
kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan
terjadi dimana saja. Sebagaimana yang tertuang
dalam rekomendasi Konvensi Eliminasi dari
Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW),
sebagal berikut:

“Kekerasan diarahkan terhadap perempuan
karena ia adalah seorang perempuan
atau dilakukan terhadap atau terjadi
terhadap perempuan secara tidak
proporsional. Termasuk di  dalamnya
tindakan-tindakan yang menyebabkan
penderitaan fisik, mental atau menyakitkan
secara seksual atau bersifat ancaman
akan tindakarHindakan tersebut, pemaksaan
dan mengukung kebebasan'"™

Kekerasan terhadap perempuan meningkat
secara kualitas dan kuantitas, baik yang terjadi
di wilayah publik” maupun domestik”. Namun

" Saparnah Sadl, Sebersne ceiaian ieniang kekergsan
ferhadap perempuan of indonesis, Makaiah Program
Studl Kajan Wanita PPS-Ul |, Jakaria, 2001, hal Z3

" Fekomendasi Kornwensi Elsmenasi dan Deskrimirasi Terhadap
Perempuan atau CEDAW, 1992, Ariks! 1

' Lihat Thamrin & Tomagols, “Restw sosial budaya ates
kewerasan lerfadap perempuan”, dalam Mur Iman Subono
(ed ), Megara dan Keksmsan lefadap Perempan,
Yayasan Jumal Perempuan bekerjasama dengan The
Asla Foundation, Jakara, 2000, hal 104-106. Kekerasan
yang affadi di tempal pubkc dengan pelsku yang tdsk
mempunyal reles keluarga dengan korban. Kekerasan
i bisa lenad pada wilayeh komunitas umom atau
ditempat-lempat  umum, o wiayah hkerga, di dalam
witayah media massa, dan di datam wilsyah Megara
Elli M Hastanio, “Kekerasan dalam rumah tanggs
potret muram kehslupan perempuan dalsm perkawanan®,
gan Kekorasan Seksuzl Disslenggarakan ocleh Pusst
Penalitan Kependudukan LIGM, Yogyakara, § Mopember
1996, hal 2.3 Hekerasan yang teradi di wilayah
domestic adalah bentuk penganmyaan secara fisk
ataupun emosicnal / psikologis, yang merupakan sustu
cara pengonimian terhadap pesangan dalam kehidupan
rumah angga. Beniuk perieku kekerasan yang diimbulan
acalah vang berkaitin dengan pemaksasn ssksual,
penganigyaan fisik, ekonomi dan kekerasan emasional
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ternyala peningkatan kualitas dan kuantitas
kekerasan terhadap perempuan fersebut fidak
dibarengi dengan mekanisme perfindungan hulum
yang memadai.”

Struktur sosial adalah suatu kumpulan
pols-pola interaksi sosial yang berkembang
dan memungkinkan berkembangnya suatu
kebudayaan™ Mekanisme dalam struktur sosial
yang berperanan memunculkan kekerasan
terhadap perempuan adalah peranan berbagai
institusi dan perangkat-perangkatnya dalam
memasyarakatkan ideologi vang mendukung
kultur patriarkhis.

Kekerasan terhadap perempuan adalah
suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu
konsekuensi dari adanya relasi yang timpang
antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan
nili dan norma sosial® Dalam perspekiif
gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan
adanya suatu kultur patriarkhi yang sejak
awal sejarah membentuk peradaban manusia,
yailu suatu kultur yang menganggap bahwa
laki-laki adalah superior terhadap perempuan
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat,
dan kehidupan bemegara™

Walaupun isu kekerasan terhadap
perempuan telah terkuak sebagai masalah
sosial yang s&ril,ﬂ”, namun masih kurang

* Lihat : Fem Kekersssn Pengsisman Indonesia,
Komnas Perempuan, Jakarta, 2002, hal, 198-224

* Beth B Hess and Myra Max Ferre (ads), Analang
Gender 5 Hendbook of Social Science Research,

_ Sage Publications, California, 1991, hal. 11

" Zohra Andl Baso, et al, Kekemsan Terhedan Perampusn
. Menghadang Langkah Perempuan, Pusat Studi
Kepandudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarna, 2002,
hal. 15,

™ Masdar F. Mas'ud, “Perempuan dalam wacana
keisiaman®, dalam Pevempuan dan Pemberdaysan
Numpiulan Kamngen wiik Menghormaltl Liang
Tahun ke 70 @b Sspannsh Ssadi Obor, Jskarta,

1897, halB8

" Lebih fmnjut lihat Swey Ruivken wik Menyelenggaakan
Lapanan Bagl Ferempusn Korban Keksmasgsn -~ Leyanan
¥ang Bepehak, Komnas Perempuan, Jakarma, 2001



Jurnal Law Reform
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007

mendapat respon yang memadai, baik dari
pemerintah, aparat penegak hukum, maupun
masyarakat pada umumnya Situasi tersebut
terjadi karena sistem hukum, yang meliputi
substansi (semua peraturan perundangan yang
berlaku termasuk di dalamnya hukum adat),
struktur (kelembagaan dan orang-orangnya atau
penegak hukumnya yaitu para advokat, polisi,
jaksa dan hakim termasuk semua orang yang
terkait dengan sistem peradilannya), maupun
kuttur hukum (sikap atau penlsku masyarakatnya),
belum mengakomodir dan peka skan persoalan
kekerasan terhadap perempuan.

Sebelum lahimya Undang-Undang nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) di dalam
sistem hukum Indonesia, secara spesifik tidak
ditemui istilah atau definisi tentang Kekerasan
Terhadap Perempuan ( Viokence Against Women),
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP), kekerasan yang terjad terhadap
perempuan tidak dianggap sebagali suatu
kekerasan yang melanggar harkat dan martabat
perempuan, melainkan sebagai bentuk
pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai
atau kesusilaan yang terjadi di masyarakat.
Hal ini dapal dilihat dalam Bab XIV KUHP
tentang kejahatan terhadap kesopanan., Bab
ini sebenarnya mengatur tentang Kejahatan
Seksual yang umumnya dialami oleh perempuan,
tetapi para pembuat kebijakan pada saat itu
tidak menganggapnya sebagai suatu bentuk
kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan,
melainkan suatu pelanggaran atau kejahatan
terhadap norma-norma Kkesopanan atau
kesusilaan yang beriaku dalam masyarakat
Indanesia.
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KUHP Indonesia juga tidak menganggap
perempuan sebagal manusia yang bermartabat,
yaitu manusia yang mempunyal individualitas
seperti pria. Sebaliknya perempuan dianggap
sebagai makiuk fubuh dan seksusiitas belaka.
Hal ini tampak misalnya pada sejumiah pasal
dalam KUHP. Salah satunya adalah tentang
perkosaan (Pasal 285) yang mengisyaratkan
korban harus bukan isti sendin den harus
terjadi dalam bentuk “hubungan seksual yang
dalam keputusan Hooge Resd (Mahkamah
Agung Hindia Belanda) tanggal 5 Februari
1912 diartikan sebagai ‘penetrasi penis ke
vaging”™

Nursyahbani Katjasungkana dengan mengutip
pernyataan feminis Catherine MacKinnon,
menganggap perumusan tersebul sebenarnya
didasarkan pada cara pandang pria feferoselksus/
tentang hubungan seks, karena mensyaratkan
terjadinya “penetrasi penis ke vagind,” Dengan
lain kata, kekerasan seksud lterhadap perempuan
yang tidak dalam bentuk ‘penetrasi penis ke
vaging” tidak akan dianggap sebagai kejahatan
terhadap Hak Asasi Perempuan, mungkin hanya
dianggap sebagai kejahatan biasa,

Pasal perkosaan tersebut tidek dirumuskan
dari perspektif korban (perempuan), perkosaan
dirumuskan dari perspektif pelaku (pra). Hal
ini terjad karena imu hukum (yang ditulis
dalam perspektif teori Postivisme Hukum)
memang tidak mampu dan tidak mau

" Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidena dan Kekerasan
terhadap Perempuan™, dalam Achie Sudiarti Luhulima
ted.), Femafeaman Benfuk-Beniuk Tindak FPidana
Kekerasan Terhadap Perempuan dan  Altsrnatif
Femecahannys, Jekara, Kelompok Karja Convention
Walch dan Pusat Kajan Wanila dan Jender, Ul
Jeharta, 2000, halm 85

Mursyahbani Katasungkana, “Aspek Hukum Keksrasan
terhadap Perempuan® dalam - FPoled Perempuan
Tinfauan  Pobik,  Ekonomy  Hukem of Jaman  Croe
Baru, Yogyakarta, PSW UMY dan Pustaka Palajar,
2001, hal 52-53
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menafsirkan diskriminasi gender” - suatu tafsir
yang mau mengungkap relasi kuasa yang
tdak selara antara perempuan dan laki-laki -
vang ferjadi di masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardiono
merupakan sistem pengendalian kejahatan yang
terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan  pemasyarakatan
terpidana.”’ Tujuan dari sistem peradilan pidana
tersebut adalsh sebagal berikut

1. Mencegsh masyarakat menjadi korban
kejahatan.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang
terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan
yang bersalah dipidana,

3. Mengusahakan agar mereka yang
pernah  melakukan  kejahatan  tidak
mengulangi lagi kejahatannya,

Bertitik tolak dan tujuan tersebut, Mardjono

mengungkapkan empat komponen sistem
peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)
diharapkan dapat bekerjasama dan dapat
membentuk sustu infegrated criminal justice
sysiem. Apabila keterpaduan dalam bekerja
tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat
tiga kerugian, yaitu :*
1. Kesukaran dalam menilai sendiri
keberhasilan atau kegagalan masing-

- Donny Danardono, "Teon Huokum Femims o Menolak
Metralitas  Hukum®, dalam Sulistyowati fr@nic  (ed).
Feampuan & Fukum | Menwy Mukom pang Berparspekis
Aesotaraan oen  Neadisn, Jekarie, Yayesan Obor
indonesia, 2008, him 3
Mardppna  Reksodipoetro, Sisferm Paradien  Paene
Indonecs, Makhal pecds  Keghatan dan Pensgakan
Hukunm datam Balas-Bafes Tolerans, Pidato Pengukuban
Penarimaan Jabatan Guru Besar lstap daiam  [imun
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakana, 1393, halaman 2

T itvdt halaman B4
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masing instansi, sehubungan dengan
tugas mereka bersama.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri
masalah-masalah pokok pada setiap
instansi (sebagai subsistem dari sistem
peradilan pidana).

3 Dikarenakan tanggung  jawab
setiap instansi sering kurang jelas
terbagi, maka setiap instansi tidak
terlalu memperhatikan efektivitas
menyeluruh dari  sistem peradilan
pidana.

Menurut Barda MNawawi Aref  Sistem
Peradilan Pidana (infegrated cniminal justice
system) merupakan satu kesatuan sistem
penegakan hukum pidena”. Sistem Peradilan
Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem
penegakan hukum pidana” atau “sistemn
kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

Demikian juga dalam Sistem Peradilan
Pidana yang dibutuhkan untuk Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,
merupakan sistem terpadu yang menunjukkan
proses keterkaitan antar instansi atau pihak
yang berwenang dalam menangani kasus
kekerasan terhadap perempuan dan  akses
pelayanan yang mudsh dan terjangkau bagi
perempuan korban kekerasan dalem  setiap
proses peradilan kasus kekerasan terhadap
perempuan yang benitik tekan pada perspektif
korban yang mensyaratkan korban menjadi
glau diletakkan pada pusat berjalannya system
peradilan. Sebagai subjek ia berhak didengar
keterangannya, mendapat informasi atas upays
upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan

© Barda Mawaw Anef, Sahan Bacasn Kapita Seiekia
Hukum Fidans lentang Kokuasasn Kehakiman od8n
Smtem Peradidan Poana Terpadu  (infegrated
Cruminal Justice System) hal 7
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rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan
dipulihkan situasi dirinya atas perampasan
hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya™

D. METODE PENELITIAN
1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum
normatif yang merupakan suatu prosedur
penelitian iimish untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi
nomatifnya®  Logika kelimuan yang ajeg
dalam penelitian hukum nomatif  dibangun
berdasarkan disiplin iimiah dan cara-cara kerja
iimu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang
objeknya hukum itu sendin. Seperti dituliskan
oleh Sudikno Mertokusumo, objek ilmu hukum
adalah hukum yang terutama terdiri atas
kumpulan peraturan-peraturan hukum yang
tampaknya bercampur aduk merupakan chacs
tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya.
limu hukum nomatif tidak melihat hukum
sebagai sesualu yang chaos atau mass of
rules tetapi melihatnya sebagal sustu sfruciured
whole of systam™

Menurut Soerjono Soekanto”  bahwa
perelitian hukum nomatif atau  kepustakaan
tersebut mencakup .

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.

* Then Van Boven, Mereka yang Mensd Korban & Hek
Horban wunluk Restius, Kompansas!, dan Rehelines
ELSAM, Jskaria, 2000, hal 44

® Jhonl lbrahim, Teon & Panaditan  Hukur

Normapf Bayumedia, Matang, 2005 hat 57

Sudikno  Merokusumo, Mengenal Aukom,  Libery,

Yogyakarta, 2002, hal 147

" Sperjono Soekanie dan Sri Memudii, PensitEn Hukum
Normalive Suafy Fipyavan Singkal, Rapwali, Jakaris,
1986, hall4.
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3. Penelitian terhadap tarafl sinkronisasi
vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5 Sejarah hukum.
Dalam penelitian ini akan memakai penelitian
terhadap sistematik hukum dan penelitian
terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

2. METODE PENDEKATAN

Qleh karena jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian yuridis nomati,
maka pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case
anproach). Pendekatan tersebut melakukan
pengkajian peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan tema sentral penelitian“,
yakni mengenal pelaksanaan sistem peradilan
pidana terpadu untuk penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

3. METODE PENGUMPULAN DATA

Okh karena peneltian ini  difokuskan
pada dala sekunder, maka pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka (library nesearch)
dan studi dokumentasi. Kedua studi ini berguna
untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam
mengenai perlindungan hukum bagi perempuan
dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan, dengan memberikan pengertian,
menyusun persoalan dengan tepat, mempertajam
perasaan untuk meneliti, membuat analisis
dan membuka kesempatan memperluas
pengalaman iimiah®

L=

= Jhom lbrahim, op of, haf285
¥ Koentjoroningral, Metode-metode Pensliian Masyarakat,
Gramedia, Jakama, 1931, hal 65
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4. METODE ANALISA DATA

Seielah data yang diperlukan dalam
penelitian ini terkumpul dan relevan dengan
permasalahan yang diambil, maka data-data
tersebut skan disajikan secara normatif, lalu
dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan
mendiskripsikan data yang diperoleh ke dalam
bentuk  penjelasan-penjelasan.  Untuk  lebih
mempertajam permasalahan, maka akan
dilengkapi juga dengan analisis kuslitatif nomatif.
E. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

a.  Sistem Perlindungan Hukum atas
Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan.

Secara yuridis, sebelum lahirmya Undang
Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang
undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, persoalan kekerasan terhadap
perempuan hanya mengacu pada satu Kodifikasi
Hukum Pidana Indonesia yakni Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Perangkat
hukum ini merupakan peninggalan kolonial
(Belanda) yang diadopsi sebagai suatu Undang-
undang pada tahun 1946, dan belum pernzh
mengalami revisi sampai saat ini. Dengan
latar belakang demikian, banyak bentuk-bentuk
kekerasan terhadap perempuan yang belum
diadopsi di dalamnya. Selain itu, pasal-pasal
yang ada juga masih bemuansa pemerintah
kolonial, yang tidak memberi perlindungan dan
keadilan pada perempuan korban kekerasan.

Reslitas dalam masyarakat menunjukkan
bahwa hukum di Indonesia belum memberkan
perlindungan yang optimal terhadap hak-hak
perempuan baik sebagal manusia dan warga
masyarakat dunia Beberapa hukum yang berlaku
Justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran
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hak-hak perempuan dan didasari oleh
ketidakadilan jender. Berbagai bentuk diskriminasi
dan kekerasan terhadap perempuan yang selama
ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan
perempuan setta menghambat persamaan hak
perempuan. Sebagai manusia, perempuan
selayaknya mendapeatkan perlakuan yang adil
serta tidek menerima perlakuan diskriminasi
maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun
dan dalam kondisi apapun.
Setidaknya ada tiga fakior penghambat
yang senng dirasakan dalam penanganan kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan, yang
saling berkaitan dalam melanggengkan
ketidakadilan bagi perempuan korban kekerasan,
1. Substansi hukum mengacu pada materi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan, yang berupa konteks
dan kebijakan hukum yang berlaku di
Indonesia masih banyak yang diskriminatif
terhadap perempuan korban Instrumen
hukum yang mendasari sistem penegakan
hukum menjadi mandul. Hal ini ditandai
dengan masih banyaknya rumusan pasal
yang bias jender dan tidak mengenal
kekerasan yang berbasis jender, serta tidak
adanya prosedur pembuktian khusus untuk
kasus kekerasan ferhadap perempuan
Meskipun instrumen hukum internasional
yang memberikan jaminan perlindungan bagi
perempuan telah diadopsi oleh negara
Indonesia, namun pada kenyataannya tidak
banyak digunakan.

2. Kultur hukum yang bersumber pada budaya
patriarkhi, mengakar di masyarakat sehingga
sering membuat perempuan korban

mengalami kekerasan ganda (reviktimisas),
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misalnya ketika berhadapan dengan aparat
penegak hukum yang sering menyalahkan
korban yang telah dianiaya suaminya. Kultur
hukum atau budaya hukum yang belum
memahami akar masalah kekerasan terhadap
perempuan, mengakibatkan penegak hukum
dan masyarakat masih mengacuhkan

kepentingan perempuan korban kekerasan,
bahkan sering kali menyalahkan Kkorban.
Rendahnya pemahaman pada akar masalah
ini berpengaruh pada pelayanan yang
diberikan oleh aparat penegak hukum.

Struktur hukum yang belum memberikan

ruang bagi penanganan khusus untuk kasus
kekerasan terhadap perempuan. Strukiur

hukum menyangkut sikap perlakuan aparat
penegak hukum dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan. Penegak
hukumn cenderung masih bekerja sendiri-
sendiri dalam menangani kasus kekerasan
terhadap perempuan, sehingga mernyebablan
proses pemeriksaan yang lama, birokrasi
yang berele-tele dan bahkan bebasnya
pelaku dari ancaman atau rendahnya
hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan.
Dalam proses pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP), pertanyaan vyang
diajukan sering menyudutkan korban.
Sebagian besar polisi juga sering lambat
menanggapi penganigyaan yang dialami
istri, meskipun memiliki wewenang untuk
bersikap proaktif. Di lingkungan peradilan,
putusan yang dijatuhkan kurang
mmpertimbangkan kondisi dan situasi yang
dialami korban. Seringkali penuntut umum
juga kurang mampu memposisikan diri
sebagal wakil negara yang melakukan
penuntutan atas dasar pelayanan terhadap
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korban, Akibatnya proses penyusunan surat
dakwaan dan surat tuntutan cenderung
tidak mengkuisertakan suara dan kepentingan
korban. Masalah dari segi struktur hukum
ini juga menyangkut lemahnya infrastruktur
pendukung. Meskipun lembaga Polri telah
memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK),
namun RPK tersebut belum masuk dalam
struklur dan anggaran kepolisian. Ini
berdampak besar pada para Polisi Wanita
(Polwan) yang bekerja keras melayani korban
kekerasan, karena kefiadaan pengakuan
dan penghargaan yang nyata dari
lembaganya sendin.

Sistem Peradilan Pidana dalam

Menangani Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan.

Sistem peradilan pidana yang sudah
ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam
KUHAP (Undang-undang nomor 8 tahun 1981),
adalah potret betapa instrument hukum pidana
yang ada di Indonesia kurang mampu diharapkan
untuk mengawal penegakan hukum pidana
materiil. Kelemahan mendasar yang nampak
sekali dai KUHAP adalah terabaikannya hak-
hak tersangkalterdakwafterpidana dan korban
kejahatan dalam proses penanganan perkara
pidana yang dilakukan oleh tersangkafterdakwa/
terpidana maupun akibat yang harus ditanggung
oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan
kemungkinan mendapatkan petindungan hukum
akan hak-haknya sebagai korban kejahatan,
tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Kekerasan baik fisik maupun psikis
seringkali dislami oleh tersangka / terdakwa /
termdana ketika mereka harus mengikuti prosedur
tetap yang dimainkan oleh aparal penegak
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hukum dengan dalih semua perbuatan aparat
penegak hukum sesual peraturan perundangan
yang beraku yakni KUHAP. Demikian juga
terantamya, tersia-siakannya, mendertanya korban
kejahatan yang seharusnya mendapatkan
perlindungan dan jaminan hak-haknya untuk
memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, baik secara
lshir dan secara batin, nampaknya juga tidak
ada aturannya dalam KUHAP secara legas
dan lugas.

Dalam sistemn peradilan pidana berdasarkan
KUHAP, Polisi selaku petugas penyidik, baru
dapat mengolah kasus setelah mendapat
pengaduan dari korban atau masyarakal atas
dugaan adanya tindak pidana Kemudian pihak
kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan
korban dengan melakukan penyelidikan dan
penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan
kasus, kepolisian berwenang menetapkan
tersangka, bahkan menshan tersangka. Hasil
penyelidkan dan penyidikan diserahkan ke
Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU meneruskan
pekerjaan polisi, untuk itu ia dapat memenksa
lebih lanjut dengan korban, dan tersangka.
JPU juga mempunyai kewenangan untuk
menahan tersangka. Jika JPU merasa berkas
perkara telah cukup bukli, maka berkas itu
digjukan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Dalam persidangan, stalus tersangka
berubah menjadi terdakwa, dimana Hakim dalam
memeriksa perkara dapat meminta keterangan
korban, terdakwa, dan saksi lainnya. Bahkan
Hakim juga dapal mempertemukan korban
dengan tersangka. Selama proses persidangan
di pengadilan, terjadi interaksi yang cukup
intens antara terdakwa dan korban, terdakwa
dengan petugas rumah tahanan/lembaga

pemasyarakatan, terdskwa dengan panitera
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pengadilan, terdakwa dengan jaksa penuntut
Dalam sistem peradilan berdasarkan KUHAP,
tersangka atau terdakwa lebih memiliki banyak
akses untuk berinteraksi dengan aparatur
penegak hukum dibandingkan dengan korban.
Korban hanya berinteraksi dengan penyidik
pada saat pelaporan atau pengaduan dan
berinteraksi dengan hakim serta jaksa penuntut
umum pada saat pemeriksaan di pengadilan.
Korban tidak pernah dilkutsertakan pada saat
penyidk berkomunikasi atau menyerahkan berkas
perkara kepada jaksa penuntut umum. Dengan
kata lain, KUHAP tidak memberi akses Jaksa
Penuntut Umum berhubungan sebelum proses
pemeriksaan perkara sampai ke pengadilan.

c. Sistem Peradilan Pidana di massa
yang akan datang dalam menangani
kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sistem Peradilan Pidana di massa datang
yang dibutuhkan untuk Penanganan Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan adalah Sistem
Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-
PKKTP), merupakan sistem terpadu yang
menunjukkan proses keterkaitan antar instansi
atau pihak yang berwenang dalam menangani
kasus kekerasan terhadap perempuan dan
akses pelayanan yang mudah dan terjangkau
bagi perempuan korban kekerasan dalam setiap
proses peradilan kasus kekerasan terhadap
perempuan.

Instansi atau pihak yang terkait dalam
Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk
Penanganan Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan (SPPT - PKKTP) adalah : relawan
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pendamping, psikolog dan penasehal hukum/
advokat, penyedia layanan rumah sakit, penyedia
layanan rumah amarvshelter, instansi kepolisian/
awak ruang pelayanan khusus (RPK), para
jaksa dan instansi kejaksaan, penitera, para
hakim dan instansi kehakiman, serta instansi
rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas).

Dasar konsep Sistem Peradilan Pidana
Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan (SPPT-PKKTP) adalah kebutuhan
dan kepentingan korban dengan mengacu pada
nilai-nilai yang adil jender. Dengan demikian
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-
PKKTP) bertitik tekan pada perspektif korban
yang mensyaratkan korban menjadi atau
diletakkan pada pusat berjslannya sistem
peradian. Selama ini, korban diposisikan sebagal
pelengkap atau objek. Penderitaan dan kekerasan
yang dislami serta tuntutan keadilan yang
didasarkan atas penderitsan korban serng
kali diabaikan oleh para penegak hukum yang
menangani kasus kekerasan yang dialaminya
tersebut. Dengan Sistem Peradian Pidana
Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan (SPPT-PKKTP), korban akan
diposisikan sebagai subjek, pelaku utama, bukan
sebagai pelengkap atau objek lagi yang hanya
diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia
berhak didengar keterangannya, mendapat
informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan,
dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin
diperolehnya dan dipulinkan situasi dirinya
alas perampasan hak-haknya dan kekerasan
yang dialaminya.* Hak-hak inilah yang menurut

* Thea Van Boven, Mereka yang Menjzdi Korban
Hak Korban omuk Restitusi, Kompensssi, dan
Reatabiifes) ELSAM, Jakarta, 2000, hal. 44,
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Van Boven dapat dikategorikan ke dalam tiga
bagian yaitu ; perfama, hak untuk mendapatkan
informasi; kedua, hek atas keadilan, Kefigs,
hak untuk mendapat reparasi atau hak untuk
mendapatkan pemulihan dan pemuasan yang
adil terhadap kerugian yang dideritanya"

F. KESIMPULAN dan SARAN
Perlindungan terhadap hak-hak perempuan
sudah diatur dalam berbagai instrument Hak
Asasi Manusia, baik nasional maupun
internasonal. Tetapi dalam kehidupan sehari-
hari, jaminan atas perlindungan hak-hak
perempuan tersebut masih jauh dari harapan.
Permasalahan Hak Asasi Manusia dan
perempuan bukan hanya permasalahan
perempuan saja, !etapi juga sebagai
permasalahan masyarakat dan Negara.
Masyarakat ikut bertanggungjawab untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berkeadilan tanpa adanya diskriminasi dalam
berbagai bertuknya. Perempuan berhak untuk
menikmati dan memperoleh perlindungan hak
asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya.
Hukum di Indonesia belum memberikan
perlindungan yang optimal terhadap hak-hak
perempuan baik sebagal manusia dan warga
masyarakal. Beberapa hukum nasional yang
berlaku justru memberikan peluang terjadinya
pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari
oleh ketidakadilan jender. Berbagai bentuk
diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
yang selama ini terjadi telah memperburuk
kondsi kehidupan perempuan serta menghambat
persamaan hak perempuan. Sebagal manusia,
perempuan selayaknya mendapatkan perlakuan

" bid
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yang adil serta tidak menerima perlakuan
askriminasi maupun kekerasan oleh siapapun,
dimanapun dan dalam kondisl apapun. Sistem
nukum, yang meliputi substansi (semua peraturan
perundangan yang berlaku termasuk di dalamnya
hukum adat), struktur (kelembagaan dan orang-
orangnya atau para penegak hukumnya yaitu
para advokat, polisi, jaksa dan hakim termasuk
semua orang yang terkait dengan sistem
peradilannya), maupun kultur hukum  (sikap
atau perilaku masyarakatnya), belum
mengakomodir dan peka terhadap persoalan
Kekerasan Terhadap Perempuan. Sistem
peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia,
sebagaimana tergamber dalam KUHAP (Undang-
undang nomor 8 tahun 1981), belum memberikan
perlindungan hukum terhadap perempuan.
Kelemahan mendasar yang nampak sekali
dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak
tersangkalterdakwalterpidana dan korban
kejahatan dalam proses penanganan perkara
pidana yang dilakukan oleh tersangka ferdakwa
ferpidana  maupun akibet yang harus ditanggung
oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan
kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum
akan hak-haknya sebagai korban kejahatan,
tidek mendapat pengaturan yang memadai.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam
Penanganan Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan salah
satu terobosan untuk mengubah sistem hukum
yang tidak berperspektif jender menjadi sistem
hukum yang berperspektif jender, yang bertitik
tekan pada perspekiif korban yang mensyaratkan
korban menjadi atau diletakkan pada pusat
berjalannya sistem peradilan. Perempuan korban
akan diposisikan sebagai subjek, pelaku utama,
bukan sebagai pelengkap atau objek lagi
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yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai
subjek ia berhak didengar keterangannya,
mendapat informasi atas upaya-upaya hukum
yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan
yang ingin diperclehnya dan dipulihkan situasi
dirinya atas perampasan hak-haknya dan
kekerasan yang dialaminya. Sistem Peradilan
Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) akan dapat
diwujudkan apabila semus unsur penegak hukum
dapat memahami dan merasakan adanya
kebutuhan akan perangkat dan kerjasama antar
sesgma penegak hukum dalam penanganan
kasis kekerasan terhadap perempuan. Altuslisasi
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-
PKKTP) dapat diterapkan melalui kebijakan-
kebijakan yang dbuat oleh instansi penegak
hukum, dan merupakan hal yang sangat
diharapkan untuk memberikan perlindungan
kepada perempuan.

SARAN

Berkaitan dengan penanganan bentuk kekerasan

terhadap perempuan:

1. Pimpinan Kepolisian, Kejaksaan Agung,
Mahkamah Agung Republik Indonesia,
bekerjasama dengan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan, Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
orbanisasi-organisasi pendamping perempuan
korban kekerasan, segera menyepakati dan
mengeluarkan segala peraturan pelaksanaan
yang diperlukan untuk memastikan
pelaksanaan Undang-Undang secara tepat
sasaran dan mengatasi kevakuman hukum
pada kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan.
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2 Menteri Pemberdayaan Perempuan segera
mencari terobosan-terobosan baru  yang
inovatif untuk mendorong terealisasikannya
koordinasi lintas sekioral antar lembaga-
lembaga terkait (penegak hukum, kesehatan,
kesejahteraan sosial, lembaga pendamping)
serta koordinasi dengan jgjaran pemernintahan
deersh, termasuk untuk mengembangkan
database nasional tentang kekerasan
terhadap perempuan dan penanganannya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
melengkapi perangkal peraturan perundangan
yang melindungi perempuan korban
kekerasan dengan segera mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Saksi, yang secara substans, peka terhadap
ketimpangan jender dan kerentanan
perempuan.

4 Tokoh-tokoh masyarakal, khususnya para
pemimpin agama, ikut mendukung para
perempuan korban kekerasan untuk
mendapatkan perlindungan hukum, sehingga
bangsa Indonesia dapat hidup dalam
kesejahteraan dan kedamaian, bebas dari
kekerasan di dalam lingkungan rumahnya
sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saran-
saran dalam mewujudkan Sistem Peradilan
Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) adalah
sebagal berikut :

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM), dengan melakukan pelatihan jender
dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penanganan HKasus Kekerasan Terhadap
Perempuan (SPPT-PKKTP) bag sstisp aparat
penegak hukum secara berkelanjutan.

2. Kebijakan Kelembagaan, antara lain dengan
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Mengeluarkan Surat Penetapan
Mahkamah Agung tentang Majelis
Hakim Agung khusus yang sensitif
jender untuk penanganan kasus
kekerasan lerhadap perempuan.
Adanya Surast Edaran Jaksa Agung
tentang penunjukan jaksa khusus
yang sensitf jender untuk penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan
Diterbitkannya Surat Edaran
Mahkamah Agung tentang
Pendampingan.

Adanya keielasan petujk pelaksanzan
(juklak) dan petujuk teknis (juknis)
untuk anggaran biaya penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan.
Adanya Surat Kesepakatan Bersama
(SKB) antar instansi penegak hukum
lentang koordinasi penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan.
Diperlukan pengembangan fungsi dan
peran Ruang Pelayanan Khusus
(RPK).

Strukiurisasi Ruang Pelayanan Khusus
(RPK) di tubuh Kepolisian yang
mengakui RPK sebagai bagian dari
strutur  kepolisian,

Pengembangan unit penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan
di Satserse Polri.

3. Adarya anggaran khusus, antara lain berupa

Alokasi dana untuk keberlangsungan
Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)
di instansi penegak hukum.
Adanya dana penanganan kasus ke
Mahkamah Agung.
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c. Adanya dana perlindungan korban
dari Biro Pemberdayaan Perempuan
(Pemda).
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